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BERITA PERS

30 Organisasi Tolak RUU Pertembakauan

Jakarta, 21 Agustus 2016 – Sebanyak 30 organisasi kemasyarakatan telah mengirimkan
surat penolakan terhadap RUU Pertembakauan yang sedang dibahas di Badan Legislatif
DPR RI. Surat-surat penolakan ini dilayangkan sepanjang bulan kemerdekaan ke-71
Republik Indonesia, Agustus 2016, sehubungan dengan keadaan yang mendesak
menjelang disahkannya RUU Pertembakauan sebagai inisiatif DPR.

Seperti yang telah banyak dibahas dan diinformasikan sebelumnya, RUU Pertembakauan
sarat kepentingan industri dan mengorbankan kesehatan masyarakat. Karena itu, sejak
kemunculannya di tahun 2012, RUU Pertembakauan telah banyak menuai kritik dari
berbagai pihak. Ditambah proses pembahasan dan sosialisasi yang janggal dan tidak sesuai
prosedur juga menimbulkan kecurigaan bahwa RUU ini adalah RUU titipan industri sehingga
sangat dipaksakan untuk tetap disahkan.

Dalam perkembangan terakhir, draf RUU Pertembakauan telah disetujui dalam rapat Baleg
DPR RI pada 27 Juli 2016 untuk diajukan dalam sidang paripurna berikutnya. Dikhawatirkan,
RUU Pertenbakauan yang telah dibahas akan disetujui sebagai RUU Inisiatif DPR RI dalam
sidang paripurna.

Melihat hal tersebut, 30 organisasi kemasyarakatan yang peduli pada pengendalian
tembakau sebagai perlindungan kesehatan masyarakat mengirimkan surat penolakan
terhadap RUU Pertembakauan yang ditujukan ke Ketua DPR RI, Ade Komarudin. Ketigapuluh
organisasi dari berbagai daerah ini tidak hanya datang dari organisasi kesehatan, namun
juga organisasi perlindungan anak. Dalam surat-surat tersebut, mereka menyampaikan
penolakan terhadap RUU Pertembakauan dan meminta agar RUU tersebut dibatalkan atau
dicabut dari pembahasan di DPR.

Seperti yang disampaikan Ketua Umum PB IDI, Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG, dalam
surat penolakannya, “Produk tembakau adalah zat adiktif yang sifatnya beracun, mutagenik,
dan karsinogenik, dan dapat membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda
lndonesia sehingga pengaturannya dalam sebuah undang-undang yang bertujuan untuk
mengatur produksinya sangat bertentangan dengan etika dan peraturan perundangan yang
berlaku.”

RUU Pertembakauan juga mengancam aturan-aturan KTR yang sudah ada di berbagai
daerah. Salah satunya, seperti yang disampaikan IAKMI Bali dalam salah satu butir
penolakannya, “Upaya-upaya yang disampaikan dalam RUU Pertembakauan tidak selaras
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dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali no. 10 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) sebagai upaya pengendalian bahaya rokok terhadap kesehatan masyarakat.”

Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia menekankan pada pentingnya perlindungan
anak mengingat perokok pemula semakin muda, “Upaya mencapai generasi Indonesia yang
berkualitas memerlukan jaminan karena anak Indonesia masih terpapar produk-produk
tembakau baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak paparan produk-produk
tembakau terhadap fungsi tubuh anak telah diketahui melalui penelitian tidak hanya
mengenai sistim saluran pernapasan, namun juga sistim lain, seperti sistim daya tahan
tubuh, saraf, dan ginjal.”

Selain itu disebutkan, “Industri pertembakauan di Indonesia tidak hanya berpotensi
mengancam kelangsungan tumbuh kembang anak dari aspek dampak paparan langsung
maupun tidak langsung produk-produk tembakau, namun juga dari aspek perlindungan,
mengingat masih banyak pekerja industri tembakau yang berusia di bawah 18 tahun.”
ungkap DR. Dr. Aman B. Pulungan, Sp.A(K) dalam suratnya.

“Di samping sifatnya yang mengandung nikotin yang sangat merusak mental bangsa
sebagaimana alkohol dan narkoba, tembakau hanya memberikan kontribusi yang kecil bagi
pasar global,” ujar Wakil Ketua Lembaga Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama
Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sudibyo Markus, dalam laman resmi
Persyarikatan Muhammadiyah, suaramuhammadiyah.id, yang secara tegas juga
menyatakan menolak RUU Pertembakauan.

“RUU Pertembakauan adalah produk “orang buta”, tidak melihat keadaan yang terjadi di
Indonesia yang sudah mulai merasakan dampak buruk epidemi rokok secara kesehatan
maupun ekonomi. Padahal masyarakat sendiri sudah mulai ‘melek’ pada pentingnya
pengendalian produk tembakau, rokok. Jangan heran kalau sekarang isu harga rokok naik
menjadi 50.000/bungkus disambut riuh oleh masyarakat yang ternyata banyak yang
mendukung. Maka, kalau DPR sendiri sebagai wakil rakyat tetap mau mengesahkan RUU
Pertembakauan, mereka benar-benar telah buta. Kalau alasannya RUU Pertembakauan
untuk mengatur tembakau impor, cukup peraturan menteri saja, tidak usah pakai UU,”
papar Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad.

Dengan ini, kami jaringan peduli pengendalian tembakau di Indonesia mendesak DPR RI
untuk membatalkan RUU Pertembakauan karena tidak sesuai dengan kepentingan
masyarakat banyak.

***

Keterangan lebih lanjut, hubungi Nina Samidi (081290363685 / midiasih@yahoo.com)
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LAMPIRAN

Tigapuluh Organisasi Pengirim Surat Penolakan
Atas RUU Pertembakauan Kepada Ade Komarudin, Ketua DPR RI

1. Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia
2. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
3. Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
4. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Bali
5. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
6. Indonesian Tobacco Research Alliance, Banyuwangi
7. Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)
8. Jaringan Perempuan Peduli Pengedalian Tembakau (JP3T)
9. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)
10. Komnas Pengendalian Tembakau
11. Lentera Anak Indonesian (LAI)
12. Medicuss, Bandung
13. MTCC (Muahmmadiyah Tobacco Control Centre), Yogyakarta
14. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
15. Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI)
16. Perkumpulan Pembrantasan Tuberkolosis Indonesia
17. PPM Yayasan LP2K, Jawa Tengah
18. Raya Indonesia
19. Smoke Free Agents (SFA)
20. Universitas Islam Bandung (Unisba)
21. Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT)
22. Yayasan Asma Indonesia
23. Yayasan Kanker Indonesia
24. Yayasan Kanker Payudara Indonesia
25. Yayasan Penyantun Anak Asma Indonesia
26. Yayasan Pusaka Indonesia, Medan
27. Yayasan Jantung Indonesia (YJI)
28. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
29. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
30. Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA)

***

Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang
bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta,
beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang
peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi
kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu
kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan
langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.


